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Abstrak
Kasus terkait ketertiban umum memang sering terjadi di setiap daerah. Salah satu
kasus tentang ketertiban umum ini salah satunya adalah kasus gelandangan dan
pengemis yang merajalela dan mengganggu masyarakat. Gelandangan adalah
seseorang yang tinggal di jalanan tanpa tempat tinggal tetap, sementara pengemis
adalah orang yang meminta-minta untuk mendapatkan uang atau barang dari
orang lain. Seperti di Kabupaten Buleleng, kasus gelandangan dan pengemis
memang sering terjadi dan menempati daerah-daerah khusus seperti lampu merah,
pasar dan tempat umum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penegakan hukum terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang
ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di
Kabupatern Buleleng dan faktor yang menghambat dari implementasi Perda
tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah
Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Buleleng; 2) Apakah faktor yang menghambat implementasi Peraturan
Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang keteriban umum terhadap penanggulangan
gelandangan dan pengemis di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif
kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu d Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengumpulkan informasi dari observasi langsung ke lapangan bersama petugas
yang sedang patroli dan wawancara dengan Kasi Bina Potensi Masyarakat Satuan
polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kasus gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng tetap saja di
temukan di karenakan tidak ada sanksi khusus untuk diberikan kepara
gelandangan dan pengemis. Hal ini yang menyebabkan para gepeng tidak merasa
kapok dan terus mengulangi perbuatannya. Dalam pelaksanaan razia ke lapangan,
gepeng yang telah ditangkap dan di bawa ke Dinas Sosial hanya di
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berikan pembinaan dan di kembalikan ke daerah asalnya. Tidak ada sanksi pidana
ataupun sanksi administrasi kepada para pelanggar ketertiban umum tersebut.
Kata Kunci:Peraturan Daerah, Gelandangan dan Pengemis, Ketertiban Umum,
Sanksi, faktor

Abstract
Cases related to public order issues are indeed common in every area. One such
case of public order disturbance is the proliferation of homeless individuals and
beggars, which disrupts society. Homeless individuals are those who reside on the
streets without a permanent residence, while beggars are individuals who solicit
money or goods from others. In regions like Buleleng Regency, cases of
homelessness and begging are prevalent, with these individuals often occupying
specific areas such as traffic lights, markets, and other public places. This
research aims to understand how the law enforcement of Regional Regulation
Number 6 of 2009 concerning public order is implemented to address the issue of
homelessness and begging in Buleleng Regency, as well as the factors hindering
the implementation of this regulation. The research questions are: 1) How is law
enforcement carried out concerning Regional Regulation Number 6 of 2009
regarding public order in addressing homelessness and begging in Buleleng
Regency? 2) What are the factors hindering the implementation of Regional
Regulation Number 6 of 2009 concerning public order in addressing
homelessness and begging in Buleleng Regency? The type of research used is
empirical legal research, employing a descriptive qualitative approach. The
research location is at the Office of the Regional Police Unit of Buleleng Regency.
Data collection techniques include gathering information through direct field
observations with patrolling officers and interviews with the Head of Community
Potential Development Division of the Regional Police Unit of Buleleng Regency.
The research findings indicate that cases of homelessness and begging persist in
Buleleng Regency due to the absence of specific sanctions for homeless
individuals and beggars. This lack of deterrence causes these individuals to
continue their actions. During field raids, homeless individuals and beggars who
are apprehended and taken to the Social Service Office are only provided with
guidance and then returned to their places of origin. There are no criminal or
administrative sanctions imposed on these violators of public order.
Keywords: Regional Regulation, Homeless and Beggars,
Public Order,Sanctions, Factors he Role of Judges, Dispensation, Child Marriage



PENDAHULUAN
Salah satu kasus tentang

ketertiban umum adalah kasus
gelandangan dan pengemis yang
merajalela dan mengganggu
masyarakat. Pengemis merupakan
individu atau sekelompok orang yang
sumber mata pencahariannya dengan
cara meminta-minta di tempat umum.
Sedangkan gelandangan seseorang
yang tidak memiliki tempat tinggal
tetap atau rumah tangga tetap,
seringkali terpaksa hidup di jalanan,
taman, atau tempat-tempat umum
lainnya. Mereka dapat kehilangan
tempat tinggal karena berbagai
alasan, seperti kehilangan pekerjaan,
konflik keluarga, atau masalah
kesehatan mental. Keadaan
gelandangan dapat mencakup
pengemis, tetapi tidak semua
gelandangan terlibat dalam kegiatan
pengemis (Wahyuni, 2023).

Salah satu faktor utama yang
memainkan peran penting dalam
menjaga kelangsungan aktivitas
pengemisan adalah kondisi ekonomi
yang sulit. Sebagian besar pengemis
menghadapi tantangan untuk
mendapatkan pekerjaan yang stabil
atau mencukupi kebutuhan dasar
mereka. Ketidakstabilan ekonomi ini
bisa menjadi hambatan serius yang
membuat mereka tetap terjerat dalam
lingkaran aktivitas pengemisan
sebagai satu-satunya cara bertahan
hidup (Muhammad, 2020).
Keterbatasan ini menjadikan
pengemisan sebagai opsi yang
tampaknya lebih memungkinkan
dalam menghadapi ketidakpastian

ekonomi. Selain faktor ekonomi,
masalah kesehatan mental atau fisik
juga dapat menjadi hambatan serius.
Beberapa gelandangan dan pengemis
mungkin menghadapi kondisi
kesehatan yang membuat sulit bagi
mereka untuk memulai kembali
kehidupan normal atau memasuki
pekerjaan formal. Maka dari itu,
kolaborasi dengan pihak-pihak
terkait, termasuk lembaga sosial,
organisasi non-pemerintah, dan
komunitas lokal, menjadi kunci
untuk merumuskan solusi
yang komprehensif dan
berkelanjutan dalam mengatasi
permasalahan tersebut.

Dengan demikian, Satpol PP di
Kabupaten Buleleng tidak hanya
menjalankan peran sebagai penegak
aturan, tetapi juga sebagai agen yang
berperan aktif dalam membentuk
dan memajukan kondisi sosial
masyarakat. Dengan menjaga
keseimbangan antara penegakan
hukum dan pendekatan
kemanusiaan, Satpol PP dapat
memberikan dampak positif yang
signifikan dalam penanganan isu
kompleks seperti keberadaan
gelandangan dan pengemis di
wilayah tersebut. Dalam konteks
penanganan kasus pengemis di
Kabupaten Buleleng, peran Satpol
PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
sebagai lembaga penegak peraturan
daerah menjadi sangat penting.
Meskipun Satpol PP memiliki tugas
dan tanggung jawab yang jelas
dalam menegakkan peraturan daerah
terkait ketertiban umum, terkadang
gepeng



masih belum merasa takut atau
terdeter dari melanjutkan aktivitas
meminta- minta. Dalam kasus ini,
pengemis telah melanggar Perda
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Ketertiban Umum (Yumna, 2023).

Upaya komunikasi dan edukasi
kepada masyarakat tentang dampak
negatif dari memberikan uang kepada
gelandangan dan pengemis juga dapat
membantu mengubah persepsi dan
mendukung penanganan yang lebih
efektif terhadap kasus ini. Dengan
demikian, melibatkan seluruh
stakeholder dan masyarakat secara
aktif dapat menjadi langkah strategis
untuk menciptakan perubahan positif
dalam mengatasi fenomena
gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Buleleng. Satuan Polisi
Pamong Praja di Kabupaten Buleleng
dihadapkan pada sejumlah kendala
yang kompleks yang disebabkan oleh
beberapa faktor ketika menangani
kasus gelandangan dan pengemis ini,
yaitu faktor eksternal dan internal.
Salah satu faktor eksternal adalah
ketidakmampuan untuk sepenuhnya
menangkap atau mengendalikan
gelandangan dan pengemis, yang
seringkali berhasil melarikan diri saat
penegakan hukum dilakukan. Hal ini
bisa disebabkan oleh
ketidaktersediaan data identifikasi
yang memadai atau karena
keberanian gelandangan dan
pengemis untuk menghindari
tindakan penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan
hukum terhadap gelandangan dan

pengemis di Kabupaten Buleleng,
Satpol PP juga dihadapkan pada
sejumlah faktor internal yang dapat
mempengaruhi
efektivitas operasional mereka.
Salah satu kendala utama adalah
kurangnya ketersediaan transportasi,
yang dapat menghambat mobilitas
dan efisiensi dalam melaksanakan
razia atau operasi penegakan hukum.
Keterbatasan sarana transportasi bisa
membatasi jangkauan patroli dan
operasi lapangan Satpol PP. Hal ini
dapat dimanfaatkan oleh para
gelandangan dan pengemis untuk
menghindari area-area tertentu atau
untuk melarikan diri saat ada upaya
penegakan hukum. Oleh karena itu,
perlu dipertimbangkan peningkatan
aksesibilitas transportasi, atau
strategi alternatif, seperti kolaborasi
dengan pihak terkait, agar penegakan
hukum dapat dilakukan secara lebih
efektif dan menyeluruh di seluruh
wilayah kecamatan.

Perbuatan pidana hanya
menunjuk kepada sifatnya perbuatan
yang dilarang oleh hukum dan
pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan menunjuk kepada orang
yang melanggar dengan dapat
dijatuhi pidana
sebagaimana yang diancamkan.
Sehingga ketentuan pidana dalam
Perda Kabupaten Buleleng No 6
Tahun 2009 tidaklah
bertentangan dengan pasal 34 ayat
(1) UUD NKRI Tahun 1945 karena
yang dipidana adalah perbuatan
meng- gepeng, dan yang
bertanggung jawab atas perbuatan
pidana tersebut adalah



menunjuk kepada orang yang
melanggar. Karena pada dasarnya
peraturan perundang-undangan
modern tidak lagi menganggap unsur
kesalahan sebagai 3 syarat utama,
seperti delik-delik tentang ketertiban
umum.

Untuk mengatasi kendala ini,
perlu dilakukan evaluasi menyeluruh
terhadap kebutuhan transportasi dan
sumber daya manusia Satpol PP.
Kolaborasi dengan pihak eksternal,
seperti dukungan dari pemerintah
daerah atau pemangku kepentingan
lainnya, dapat menjadi langkah
strategis untuk memastikan bahwa
Satpol PP memiliki alat dan personel
yang cukup untuk menjalankan
tugasnya dengan maksimal. Dengan
demikian, faktor internal yang
mencakup kurangnya transportasi dan
kekurangan petugas dapat diatasi, dan
Satpol PP dapat melaksanakan
penegakan hukum terhadap
gelandangan dan pengemis dengan
lebih efektif di Kecamatan Buleleng.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini
penulis ingin mengkaji mengenai
Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Ketertiban Umum Terhadap
Penanggulangan Gelandangan Dan
Pengemis Di Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
hukum empiris. Jenis penelitian
hukum empiris merupakan jenis
penelitian hukum sosiologis dan
dapat

disebutkan dengan penelitian secara
lapangan, yang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta telah
terjadi didalam kehidupan
masyarakat. Atau dengan kata lain
penelitian empiris merupakan suatu
penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang telah terjadi di
masyarakat untuk dapat mengetahui
maksud permasalahan serta
mengkaji dan menemukan
fakta-fakta atau data- data yang
dibutuhkan (Waluyo, 2002:15).

Sifat penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah bersifat deskriptif
analitik, yang
menggambarkan secara tepat sifat -
sifat, gejala dengan gejala lain di
dalam masyarakat. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu
gejala, peristiwa, kejadian yang
terjadi pada saat sekarang
(Sujarweni, 2014). Penelitian dengan
pendekatan sifat deskriptif
menghadirkan gambaran lengkap
dan mendetail mengenai kasus
gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Buleleng.

Lokasi penelitian ini dilakukan
di di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Buleleng. Sumber
data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini ialah data primeir dan
data sekundeir.Data primer diperoleh
langsung dari lapangan yakni
diambil dari pihak Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Buleleng
dan melakukan observasi langsung
ke lapangan serta melakukan
wawancara ke salah satu



petugas Satpol PP pada saat
melakukan patroli (Pramiyati, 2017).
Dan data sekunder yaitu suatu data
yang diperoleh diperoleh secara tidak
langsung dari sumbernya, salah
satunya data yang didapat dari
dokumen, buku dan internet. Data
sekunder juga mencakup dokumen
resmi, buku, hasil penelitian yang
berwujud laporan dan sebagainya
(Martono, 2010).

Dalam penelitian ini penulis
menggunakan pengolahan dan
analisis data secara kualitatif. Data
yang diperoleh dari responden
dipaparkan secara deskriptif. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng. kurang lebih
selama 3 bulan. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, studi
kepustakaan, dan studi dokumen.

Pada penelitian ini analisis data
dilakukan dengan menggunakan data
dalam bentuk kalimat teratur, runtut,
logis, tidak tumpang tindih, data
efektif sehingga memudahkan
pemahaman dan interpretasi data.
Diantaranya melalui tahap
pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Proses analisis ini
berlangsung terus menerus sampai
tuntas.

PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2009 tentang ketertiban Umum
Terhadap
Penanggulangan Gelandangan
dan Pengemis di Kabupaten
Buleleng

Penegakan hukum terhadap
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2009 di Kabupaten Buleleng
melibatkan serangkaian langkah-
langkah yang melibatkan berbagai
pihak, termasuk aparat penegak
hukum seperti Satpol PP dan dinas
sosial. Langkah-langkah tersebut
mencakup identifikasi terhadap
gelandangan dan pengemis,
pemberian teguran atau bantuan
sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku, dan jika
diperlukan, dilanjutkan dengan
tindakan penegakan hukum yang
lebih tegas seperti penangkapan atau
penindakan hukum.

Proses penegakan hukum ini
dilakukan dengan memperhatikan
hak-hak asasi manusia, sensitivitas
terhadap kondisi sosial dan ekonomi
para pelaku, serta kerjasama antar
instansi terkait. Ini menekankan
pentingnya pendekatan yang holistik
dan berkelanjutan dalam menangani
masalah gelandangan dan pengemis,
dengan memperhatikan kebutuhan
dan kesejahteraan semua pihak yang
terlibat. Dengan demikian,
penegakan hukum yang efektif tidak
hanya bertujuan untuk menegakkan
peraturan, tetapi juga untuk
menyelesaikan masalah secara



menyeluruh, mengutamakan
kesejahteraan sosial, dan
mempromosikan kerjasama antar
instansi serta pemahaman yang lebih
baik terhadap konteks sosial dan
ekonomi masyarakat terkait
Dasar Pengaturan Gelandangan
dan Pengemis di Kabupaten
Buleleng

Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Ketertiban Umum yang diterapkan di
Kabupaten Buleleng bertujuan untuk
mengatur berbagai aspek yang
berkaitan dengan ketertiban umum,
khususnya terkait penanggulangan
gepeng. Dasar pengaturan yang
terkandung dalam Perda ini
mencakup beberapa poin penting
yang harus dipahami:
a) Definisi Gelandangan dan

Pengemis
Peraturan daerah ini mungkin

mencakup definisi yang jelas tentang
apa yang dimaksud dengan
"gelandangan dan pengemis" untuk
memberikan pemahaman yang jelas
kepada masyarakat dan penegak
hukum tentang tindakan atau perilaku
yang dianggap sebagai gepeng.
Dengan memiliki definisi yang
mengganggu ketertiban umum atau
menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan dan Masyarakat. tugas,
peraturan daerah dapat membedakan
dengan jelas antara perilaku yang
dianggap sebagai kegiatan
gelandangan dan pengemis dengan
perilaku lainnya. Ini membantu
masyarakat memahami batasan-

batasan perilaku yang dilarang atau
diatur oleh peraturan daerah terkait
gelandangan dan pengemis. Selain
memberikan panduan bagi penegak
hukum, definisi yang jelas juga
membantu dalam upaya pencegahan
dan rehabilitasi. Dengan mengetahui
dengan pasti siapa yang termasuk
dalam kategori gelandangan dan
pengemis, pemerintah daerah dapat
merancang program-program yang
lebih efektif untuk membantu
mereka yang terjerat dalam kondisi
tersebut. Ini bisa mencakup program
rehabilitasi, bantuan sosial, atau
kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan dan tempat tinggal yang
layak. Dengan demikian, definisi yang
jelas tentang gelandangan dan pengemis
dalam peraturan daerah tidak hanya
memberikan arahan bagi penegakan
hukum, tetapi juga menjadi landasan
untuk upaya-upaya pencegahan dan
rehabilitasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.
b) Larangan dan Pembatasan

Aktivitas Gelandangan dan
pengemis

Peraturan daerah ini
kemungkinan besar mengatur
larangan atau pembatasan terhadap
aktivitas-aktivitas yang dianggap
sebagai tindakan gepeng. Peraturan
daerah yang mengatur larangan atau
pembatasan terhadap aktivitas
gelandangan dan pengemis
bertujuan untuk mengatur perilaku
yang dianggap mengganggu
ketertiban umum atau menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan dan
masyarakat sekitar. Larangan atau



pembatasan ini dapat mencakup
berbagai aktivitas, seperti meminta-
minta di tempat-tempat umum,
meindirikan tempat tinggal seimeintara
di lokasi yang tidak diizinkan, atau
meilakukan kegiatan yang
mengganggu ketenangan dan
kenyamanan publik.

Larangan atau pembatasan
terhadap aktivitas gelandangan dan
pengemis juga dapat menjadi bagian
dari upaya pencegahan dan
rehabilitasi. Dengan membatasi atau
melarang aktivitas tertentu,
pemerintah daerah dapat mendorong
individu yang terjerat dalam kondisi
tersebut untuk mencari bantuan atau
mengakses program- program
rehabilitasi yang tersedia. Hal ini
bertujuan untuk membantu mereka
meninggalkan pola perilaku yang
merugikan dan memperoleh
dukungan yang mereka butuhkan
untuk kembali ke jalur yang lebih
produktif dan stabil. Dengan
demikian, larangan atau pembatasan
aktivitas gelandangan dan pengemis
dalam peraturan daerah tidak hanya
bertujuan untuk menegakkan
keteraturan dan ketertiban umum,
tetapi juga sebagai bagian dari upaya
lebih luas untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dan masyarakat
secara keseluruhan.
c) Sanksi dan Penegakan Hukum

Pengaturan mengenai sanksi dan
penegakan hukum dalam peraturan
daerah terkait gelandangan dan
pengemis memiliki tujuan untuk
menegakkan aturan dan ketertiban,

sekaligus memberikan pembinaan
kepada para pelanggar, khususnya
gelandangan dan pengemis. Dalam
konteks ini, sanksi yang
diberlakukan biasanya difokuskan
pada pembinaan dan penanganan
kasus secara individu, dengan
memperhatikan situasi dan
kebutuhan masing-masing pelanggar.
Sanksi yang diberlakukan terhadap
gelandangan dan pengemis dalam
peraturan daerah seringkali
mengedepankan
pendekatan rehabilitatif daripada
punitive. Langkah-langkah
penegakan hukum yang diambil oleh
pihak berwenang juga cenderung
melibatkan pendekatan yang
berorientasi pada pembinaan dan
reintegrasi sosial. Hal ini bisa
mencakup penempatan kembali para
gelandangan dan pengemis kei
daerah asal meirika setelah
memberikan pembinaan atau akses
ke program-program rehabilitasi
yang sesuai. Tujuannya bukan hanya
untuk menghukum, tetapi juga untuk
memberikan kesempatan bagi
mereka untuk memperbaiki
kehidupan mereka dan menjadi
anggota produktif dalam masyarakat.
d) Kolaborasi antara Pemerintah dan

Masyarakat
Kolaborasi antara pemerintah

daerah dan masyarakat juga dapat
melibatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengawasan
terhadap ketertiban umum. Ini bisa
dilakukan melalui pembentukan
kelompok- kelompok sukarelawan
atau komite lingkungan yang



bekerjasama dengan pemerintah
daerah dalam mengawasi dan
melaporkan aktivitas gelandangan
dan pengemis yang mengganggu
ketertiban umum. Dengan melibatkan
masyarakat secara langsung,
pemerintah daerah dapat memperluas
jangkauan dan efektivitas upaya
penanggulangan masalah
gelandangan dan pengemis. Program
sosialisasi yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) melalui siaran radio merupakan
langkah yang efektif dalam
menyebarkan informasi kepada
masyarakat tentang masalah
gelandangan dan pengemis serta
upaya penanggulangannya.

Melalui dasar pengukuran yang
komprehensif dalam Perda Nomor 6
Tahun 2009, diharapkan Kabupaten
Buleleng dapat meningkatkan
ketertiban umum dan mengurangi
dampak negatif dari aktivitas gepeng,
serta menciptakan lingkungan yang
lebih aman dan nyaman bagi seluruh
masyarakatnya. Pentingnya dasar
pengaturan ini terletak pada upaya
untuk mengatur perilaku gelandangan
dan pengemis yang sering kali
mengganggu ketertiban umum dan
menciptakan ketidaknyamanan bagi
masyarakat. Lebih dari sekedar
menegakkan aturan, peraturan ini
juga mengandung aspek pembinaan
dan rehabilitasi. Melalui pendekatan
yang holistik, pemerintah daerah
dapat memberikan bantuan dan
dukungan kepada gelandangan dan
pengemis untuk meninggalkan pola

perilaku yang merugikan dan
kembali ke jalur yang lebih
produktif. Dengan demikian, melalui
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2009, Kabupaten Buleleng
menegaskan komitmennya dalam
meningkatkan kualitas hidup bagi
seluruh masyarakatnya dengan
menciptakan lingkungan yang lebih
aman, teratur, dan nyaman melalui
pengaturan yang komprehensif
terhadap aktivitas gelandangan dan
pengemis.
Proses Penegakan Hukum
Terhadap Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
ketertiban Umum Terhadap
Penanggulangan Gelandangan
dan Pengemis di Kabupaten
Buleleng

Proses peineigakan hukum
teirhadap geilandangan dan peingeimis
meilibatkan seirangkaian langkah
yang kompleiks dan beiragam.
Beirikut proseis teirseibut: Ideintifikasi
dan Peimantauan: Proseis dimulai
deingan ideintifikasi dan peimantauan
teirhadap aktivitas geilandangan dan
peingeimis oleih aparat peineigak
hukum. Ini meilibatkan patroli rutin,
peimeiriksaan ideintitas, dan surveii
lapangan untuk meingeitahui lokasi
dan kondisi geilandangan dan
peingeimis di beirbagai teimpat di
wilayah yang beirsangkutan.
Langkah-langkah ini meinjadi
fondasi peinting dalam upaya
peinceigahan dan peinanganan
masalah geilandangan dan peingeimis.
Peirtama-tama, patroli rutin
dilakukan untuk meilakukan
peimantauan teirhadap keibeiradaan
geilandangan dan peingeimis di



beirbagai wilayah. Patroli ini
meilibatkan peirjalanan rutin di
seipanjang areia yang dikeitahui seiring
dihuni atau meinjadi teimpat aktivitas
geilandangan dan peingeimis. Seilama
patroli, peitugas Satpol PP meincatat
lokasi-lokasi yang meinjadi titik-titik
poteinsial untuk keigiatan
geilandangan dan peingeimis, seirta
meincatat seitiap aktivitas yang dapat
meingganggu keiteirtiban umum. Di
kabupatein buleileing, daeirah yang
paling seiring diteimukannya geipeing
oleih pihak satpol pp adalah daeirah
Lovina, Surapati, Diponogoro dan
Ahmad Yani.

Seilanjutnya, pemeriksaan
ideintitas dilakukan untuk
meingideintifikasi orang- orang yang
diduga meirupakan geilandangan dan
peingeimis. Hal ini dilakukan untuk
meimveirifikasi status meireika dan
meimastikan bahwa meireika
meimatuhi peiraturan-peiraturan yang
beirlaku. Peimeiriksaan ideintitas ini
dapat meiliputi meiminta dokumein
ideintitas, wawancara singkat, atau
peinggunaan teiknologi peingeinalan
wajah untuk ideintifikasi.

Surveii lapangan juga dilakukan
untuk meindapatkan peimahaman
yang leibih meindalam teintang lokasi
dan kondisi geilandangan dan
peingeimis di wilayah yang
beirsangkutan. Surveii ini dapat
meincakup peingumpulan data teintang
jumlah geilandangan dan peingeimis,
profil deimografis meireika, keibutuhan
meireika, seirta tantangan dan peiluang
dalam peinanganan masalah ini.

Deingan meilakukan ideintifikasi dan
peimantauan yang ceirmat, Satpol PP

Kabupatein Buleileing
dapat meimpeiroleih peimahaman
yang leibih baik teintang masalah
geilandangan dan peingeimis di

wilayah meireika, seihingga dapat
meirancang strateigi peinanganan
yang leibih eifeiktif dan teirarah.

Langkah- langkah ini juga
meimbantu meimastikan

bahwa upaya-upaya peinanganan
dilakukan seicara teipat dan

proporsional seisuai deingan kondisi
yang ada di lapangan. Peineigakan

Hukum Peirtama, seiteilah
ideintifikasi dilakukan, aparat

peineigak hukum biasanya
meilakukan tindakan peineigakan

hukum peirtama, seipeirti dari
pihak Satpol PP meimbeirikan

teiguran lisan langsung keipada
geilandangan dan peingeimis yang

mungkin baru peirtama kali
meilanggar keiteintuan

peiraturan meinggeipeing ini
atau para geilandangan dan

peingeimis ini ada cacat pada
fisiknya. Tindakan ini biasanya

dimaksudkan seibagai peiringatan
dan keiseimpatan bagi

meireika untuk meimatuhi peiraturan
tanpa harus dilakukan tindakan yang
leibih teigas. Tindakan

ini dimaksudkan seibagai peiringatan
dan keiseimpatan bagi para

peilanggar untukmeimatuhi
peiraturan tanpa harus dilakukan
tindakan yang leibih teigas. Deingan

meimbeirikan teiguran seicara
langsung, aparat peineigak

hukum beirharap dapat meinyadarkan
para peilanggar akan keisalahannya

seirta meimbeirikan keiseimpatan bagi
meireika untuk meimpeirbaiki



peirilaku



meireika kei deipannya. Seilain
meimbeirikan teiguran, tindakan
peineigakan hukum peirtama juga
dapat meincakup peinyampaian
informasi meingeinai konseikueinsi
dari peilanggaran teirseibut, seirta
meimbeirikan arahan atau saran
keipada para geilandangan dan
peingeimis meingeinai langkah-
langkah yang dapat meireika ambil
untuk meimpeiroleih bantuan atau
dukungan yang dibutuhkan. Deingan
meilakukan tindakan peineigakan
hukum peirtama. seicara langsung dan
beirbasis pada peindeikatan yang
humanis, pihak Satpol PP beirharap
dapat meinciptakan keisadaran dan
keiseimpatan bagi para peilanggar
untuk meingubah peirilaku meireika kei

arah yang leibih baik.
Hal ini seijalan deingan prinsip

reihabilitasi dan peimbinaan dalam
peinanganan masalah geilandangan
dan peingeimis, yang leibih
meineikankan pada upaya untuk
meimbantu meireika meininggalkan
pola peirilaku yang meirugikan dan
meimpeiroleih dukungan untuk
keimbali kei jalur yang leibih produktif
dan stabil. Konseiling, Satpol PP
dapat meimbawa geipeing ini keiDinas
Sosial dan dibeirikan konseiling
keipada geilandangan dan peingeimis
teirseibut dan akan dikeimbalikan kei

daeirah meireika masing- masing.
Dalam seisi konseiling, para
geilandangan dan peingeimis akan
dibeirikan keiseimpatan untuk
beirbicara teintang masalah-masalah
yang meireika hadapi, teirmasuk alasan

di balik keiputusan meireika untuk
meinjalani keihidupan di jalanan.
Konseilor dari Dinas Sosial akan
meindeingarkan deingan eimpati dan
meincoba meimahami latar beilakang
seirta keibutuhan individu teirseibut.
Seilain itu, meireika juga akan
meimbeirikan informasi teintang
beirbagai program bantuan dan
layanan sosial yang teirseidia bagi
geilandangan dan peingeimis, seipeirti
program reihabilitasi, bantuan
peirumahan, peilatihan keiteirampilan,
atau bantuan sosial lainnya.

Seilama seisi konseiling, akan
dibuat reincana tindak lanjut yang
diseisuaikan deingan keibutuhan dan
situasi masing-masing geilandangan
dan peingeimis. Reincana ini
mungkin meincakup
langkah-langkah konkreito untuk

meimbantu
meireika meininggalkan pola peirilaku
geilandangan dan peingeimis, seipeirti
meincari peikeirjaan, meindapatkan
teimpat tinggal yang layak, atau
meingakseis layanan keiseihatan yang
dipeirlukan. Seilain itu, reincana
teirseibut juga dapat meincakup
dukungan jangka panjang untuk
meimastikan keibeirhasilan
reiinteigrasi sosial meireika kei dalam
masyarakat. Seiteilah proseis
konseiling seileisai, geilandangan dan
peingeimis teirseibut akan
dikeimbalikan keidaeirah asal meireika
masing-masing. Namun, seibeilum
meireika dikeimbalikan, pihak Dinas
Sosial dapat beirkoordinasi deingan
peimeirintah daeirah seiteimpat untuk
meimastikan bahwa ada dukungan
dan bantuan



yang teirseidia bagi meireika di daeirah
asal.

Hal ini beirtujuan untuk
meimastikan bahwa reiinteigrasi
meireika beirjalan lancar dan
beirkeilanjutan seiteilah meireika
keimbali kei lingkungan asal meireika.
Deingan deimikian, proseis konseiling
meinjadi salah satu langkah peinting
dalam upaya peinceigahan dan
reihabilitasi bagi geilandangan dan
peingeimis, yang beirtujuan untuk
meimbeirikan meireika keiseimpatan
untuk meimpeirbaikikeihidupan
meireika dan meinjadi bagian yang
produktif dalam masyarakat.
Seilanjutnya yaitu Peineigakan Hukum
Lanjutan, Jika teiguran dan bantuan
sosial tidak beirhasil atau jika
peilanggaran teirhadap peiraturan
daeirah teirus beirlanjut, Satpol PP
akan meimbawan para geipeing ini
keimbali kei teimpat asalnya. Ini dapat
meincakup peinangkapan atau
peinindakan hukum teirhadap
geilandangan dan peingeimis yang
meilanggar keiteintuan peiraturan
seicara seirius atau beirulang kali.
Eivaluasi ini peinting untuk
meimastikan bahwa upaya-upaya
peineigakan hukum teirseibut beirjalan
deingan baik dan meimbeirikan hasil
yang diinginkan, sambil
meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik
keiadilan sosial. Peirtama, eivaluasi
dilakukan teirhadap eifeiktivitas
peiraturan daeirah yang teilah
diteitapkan teirkait geilandangan dan
peingeimis. Ini meincakup peinilaian
teirhadap seijauh mana peiraturan

teirseibut beirhasil dalam meincapai
tujuannya dalam meingeindalikan
aktivitas geilandangan dan peingeimis
seirta meiningkatkan keiteirtiban
umum. Eivaluasi ini juga meilibatkan
peingukuran teirhadap tingkat
keipatuhan masyarakat teirhadap
peiraturan dan ideintifikasi poteinsi
keileimahan atau keikurangan dalam
impleimeintasi peiraturan.

Eivaluasi juga meincakup
peinilaian teirhadap keiteirseidiaan dan
akseis teirhadap layanan peindukung
bagi geilandangan dan peingeimis.
Hal ini meilibatkan peininjauan
teirhadap keiteirseidiaan
program-program reihabilitasi,
bantuan sosial, layanan keiseihatan,
dan layanan lainnya yang dapat
meimbantu geilandangan dan
peingeimis meininggalkan pola
peirilaku yang meirugikan dan
meindapatkan dukungan yang
meireika butuhkan. Seilain itu,
eivaluasi juga meimpeirtimbangkan
dampak sosial dan eikonomi dari
tindakan peineigakan hukum
teirhadap geilandangan dan
peingeimis. Ini meincakup analisis
teirhadap dampak tindakan
peineigakan hukum teirhadap
keihidupansosial, eikonomi, dan
keiseijahteiraan para geilandangan dan
peingeimis, seirta dampaknya
teirhadap masyarakat seicara
keiseiluruhan.

Beirdasarkan hasil eivaluasi
teirseibut, peirbaikan dan
peinyeisuaian dapat dilakukan untuk
meiningkatkan eifeiktivitas dan
keiadilan dari peinanganan masalah
geilandangan dan peingeimis di
wilayah yang beirsangkutan. Ini
bisa meincakup



reivisi peiraturan daeirah, peirluasan
akseis teirhadap layanan peindukung,
atau peiningkatan koordinasi antara
beirbagai pihak teirkait. Tujuan dari
eivaluasi dan peirbaikan ini adalah
untuk meimastikan bahwa
peinanganan masalah geilandangan
dan peingeimis dilakukan seicara
holistik, adil, dan beirkeilanjutan,
seirta meimbeirikan manfaat yang
optimal bagi seimua pihak yang
teirlibat. Deingan deimikian, proseis
peineigakan hukum teirhadap
geilandangan dan peingeimis
meilibatkan seirangkaian langkah
yang kompleiks, dimulai dari
ideintifikasi dan peimantauan, hingga
tindakan peineigakan hukum, bantuan
sosial, proseis hukum, dan eivaluasi
teirus-meineirus. Peinting untuk
meinjalankan proseis ini deingan

tampaknya teilah meimbeirikan hasil
positif dalam menanggulangi
masalah geilandangan dan peingeimis
di wilayah teirseibut. Hal ini
teirceirmin dari data peinurunan
jumlah geilandangan dan peingeimis
dari tahun 2022 kei tahun 2023. Pada
tahun 2022, jumlah geilandangan
dan peingeimis yang teircatat
meincapai
122 orang, namun angka teirseibut
beirhasil meinurun meinjadi 81 orang
pada tahun 2023. Peinurunan
signifikan ini meinunjukkan adanya
upaya konkreit dan eifeiktif dari pihak
Satpol PP dan Dinas Sosial dalam
meinjalankan peraturan daerah
tersebut.

Kerja sama antara Satpol PP
dan Dinas Sosial sangat peinting
dalam meinangani masalah
gelandangan dan pengemis, karena

proporsional, transparan, dan
beirkeilanjutan, deingan

meimungkinkan
peinggunaan pendekatan yang
holistik dan

meimpeirhatikan hak-hak asasi terpadu. Satpol PP bertanggung

manusia, seinsitivitas teirhadap jawab atas penegakan hukum dan

kondisi sosial dan eikonomi para pengaturan ketertiban umum,

peilaku, seirta keirjasama antara sementara Dinas Sosial memberikan

beirbagai pihak yang teirlibat peran penting dalam
memberikan

Faktor yang Menghambat
Pengimplementasian Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Ketertiban Umum
Terhadap Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis di
Kabupaten Bulelen

Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2009 oleh pihak

satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) yang beikeirja sama deingan Dinas
Sosial Kabupatein Buleileing



bantuan sosial, layanan reihabilitasi,
dan peimbeirdayaan keipada
geilandangan dan peingeimis. Faktor
keibeirhasilan dalam impleimeintasi
peiraturan ini mungkin meiliputi
peiningkatan patroli dan peingawasan
oleih Satpol PP untuk meinceigah dan
meinindak peilanggaran, seirta
peiningkatan akseis teirhadap layanan
sosial dan reihabilitasi bagi
geilandangan dan peingeimis yang
meimbutuhkan. Seilain itu, upaya-



upaya untuk meiningkatkan
keisadaran masyarakat teintang
masalah geilandangan dan peingeimis
juga dapat beirkontribusi pada
peinurunan jumlah meireika.

Upaya yang dilakukan oleih
pihak Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) dalam
mengimplementasikan Peiraturan
Daeirah Nomor 6 Tahun 2009 teirkait
keiteirtiban umum di Kabupatein
Buleleng memang mencakup
berbagai strategi yang lebih luas
selain hanya patroli rutin dan
ketegasan petugas di lapangan. Salah
satu strategi yang mereka terapkan
adalah melakukan sosialisasi melalui
media radio tentang aksi pelanggaran
aturan dan larangan mmberikan
sumbangan keipada
peilakueilandangan dan peingeimis
(geipeing). Sosialisasi meilalui radio
meimiliki dampak yang luas kareina
meincapai audieins yang leibih beisar
dan dapat meinjangkau beirbagai
lapisan masyarakat di wilayah
Kabupatein Buleileing. Meilalui siaran
radio, pihak Satpol PP dapat
meinyampaikan informasi seicara
teirpeirinci meingeinai aturan dan
larangan yang teircantum dalam
Peiraturan Daeirah Nomor 6 Tahun
2009, seirta meinjeilaskan
konseikueinsi dari peilanggaran aturan
teirseibut.

Peintingnya sosialisasi ini
teirleitak pada peimahaman
masyarakat teintang masalah
geilandangan dan peingeimis, seirta
dampak neigatif dari meimbeirikan

sumbangan keipada meireika.
Sumbangan yang dibeirikan oleih
masyarakat keipada peilaku
geilandangan dan peingeimis
seiringkali dapat meimpeirburuk
kondisi meireika, kareina dapat
meimpeirkuat siklus keiteirgantungan
dan meinceigah meireika untuk
meincari solusi yang leibih baik
untuk meiningkatkan
keiseijahteiraan meireika. Seilain itu,
sosialisasi meilalui radio juga dapat
meimbantu meiningkatkan keisadaran
masyarakat teintang peintingnya
meinjaga keiteirtiban umum di
lingkungan meireika. Deingan
meimahami aturan dan larangan
yang beirlaku, masyarakat dapat
beirpeiran aktif dalam meindukung
upaya peineigakan hukum yang
dilakukan oleih pihak Satpol PP,
seihingga meinciptakan lingkungan
yang leibih aman, teirtib, dan nyaman
bagi seimua pihak. Deingan
deimikian, sosialisasi meilalui radio
meirupakan salah satu strateigi
eifeiktif yang dilakukan oleih pihak
Satpol PP
dalam meingimpleimeintasikan
Peiraturan Daeirah Nomor 6 Tahun
2009 di Kabupatein Buleleng. Upaya
ini tidak hanya meimbantu
meiningkatkan peimahaman
masyarakat teintang aturan yang
beirlaku, teitapi juga meindorong
partisipasi aktif meireika dalam
meinjaga keiteirtiban umum dan
meinanggulangi
masalah geilandangan dan peingeimis
seicara beirsama-sama.

Evaluasi juga perlu dilakukan
untuk memahami secara lebih



meindalam faktor-faktor apa yang
teilah beirkontribusi teirhadap
peinurunan jumlah geilandangan dan
peingeimis teirseibut, seirta untuk
meinilai dampak dari tindakan
peineigakan hukum dan layanan sosial
yang teilah dilakukan. Deingan
deimikian, hasil positif ini dapat
meinjadi dasar untuk meiningkatkan
lagi upaya-upaya peinceigahan dan
peinanggulangan masalah
geilandangan dan peingeimis di
Kabupatein Buleileing keideipannya.
a) Faktor yang Mendorong

Gelandangan dan Pengemis
Melakukan Aksi Menggepeng

Keibeiradaan geilandangan dan
peingeimis dari luar daeirah, teirutama
dari Karangaseim, dapat meimpeirumit
upaya peinanggulangan yang
dilakukan oleih pihak beirweinang di
Kabupatein Buleileing. Dipeirlukan
koordinasi yang leibih inteinsif antara
peimeirintah daeirah seiteimpat deingan
peimeirintah daeirah asal geilandangan
dan peingeimis untuk meingatasi
masalah ini seicara eifeiktif. Seilain itu,
pihak Satpol PP dan instansi teirkait
peirlu meiningkatkan peingawasan dan
peineigakan hukum teirhadap
geilandangan dan peingeimis dari luar
daeirah agar tidak meingganggu
keiteirtiban umum dan keiseijahteiraan
masyarakat seiteimpat.

Peintingnya keirjasama
antarwilayah dalam meinangani
masalah geilandangan dan peingeimis
meinjadi seimakin meindeisak,
meingingat peirgeirakan meireika tidak
teirbatas dan dapat beirpindah-pindah

dari satu daeirah kei daeirah lainnya.
Deingan deimikian, dipeirlukan
strateigi yang kompreiheinsif dan
teirkoordinasi antara peimeirintah
daeirah, keipolisian, dinas sosial, dan
instansi teirkait lainnya untuk
meingatasi masalah ini seicara eifeiktif
dan beirkeilanjutan. Seilain itu,
peirlunya peiningkatan keirjasama
deingan peimeirintah daeirah asal
geilandangan dan peingeimis untuk
meinangani akar peirmasalahan
meireika seicara leibih meinyeiluruh
juga meinjadi peinting dalam upaya
peinanggulangan
masalah geilandangan dan peingeimis
di Kabupatein Buleileing.

Dari beibeirapa peineilitian yang
dilakukan, teirnyata hanya seidikit
geilandangan dan peingeimis yang
beirasal dari Kabupatein Buleileing
seindiri. Mayoritas dari meireika
adalah peindatang dari daeirah lain,
seipeirti Karangaseim dan daeirah
seikitarnya. Hal ini meinunjukkan
bahwa masalah geilandangan dan
peingeimis di Kabupatein Buleileing
tidak hanya beirsumbeir dari faktor
inteirnal, teitapi juga dipeingaruhi
oleih faktor eiksteirnal, seipeirti
kondisi eikonomi, sosial, dan
lingkungan di daeirah asal meireika.
Feinomeina ini meinyoroti
kompleiksitas dari masalah
geilandangan dan peingeimis, yang
tidak hanya teirbatas pada satu
daeirah teirteintu, teitapi meilintasi
batas wilayah administratif. Oleih
kareina itu, peinanganan masalah ini
meimeirlukan keirjasama antar
wilayah yang solid dan koordinasi



yang baik antara peimeirintah daeirah
seiteimpat deingan peimeirintah daeirah
asal geilandangan dan peingeimis.
Peintingnya peimahaman akan asal
usul geilandangan dan peingeimis ini
dalam meinyusun strateigi
peinanggulangan yang eifeiktif.
Deingan meingeitahui profil dan
karakteiristik meireika, pihak
beirweinang dapat meingambil
langkah- langkah yang teipat dalam
meimbeirikan bantuan, reihabilitasi,
dan peineigakan hukum yang seisuai
deingan keibutuhan dan kondisi
meireika.

Beirdasarkan peineilitian yang
dilakukan langsung, teirdapat
beirbagai faktor yang meindorong
geilandangan dan peingeimis (geipeing)
untuk meilakukan aksinya di
Kabupatein Buleileing. Seilain dari
faktor eikonomi yang meiliputi
kurangnya lapangan peikeirjaan dan
keiseimpatan keirja yang teirbatas, ada
juga faktor sosial dan budaya yang
meinjadi peindorong bagi meireika.
Salah satu faktor yang meinonjol
adalah adat istiadat yang mungkin
meinjadi bagian dari ideintitas dan
keibiasaan meireika.

Bagi seibagian geilandangan dan
peingeimis, keigiatan meinggeipeing
tidak hanya seikadar meincari nafkah
atau meincari peinghasilan tambahan,
teitapi juga dapat meinjadi bagian dari
adat istiadat atau tradisi yang meireika
anut. Adat istiadat ini mungkin teilah
turun-teimurun dan meinjadi bagian
inteigral dari keihidupan sosial dan
budaya meireika. Dalam beibeirapa

kasus, mengemis atau meinggeilar
diri seibagai geilandangan mungkin
dipandang sebagai suatu cara untuk
menjalankan tradisi atau adat
tertentu yang diwariskan dari
generasi sebelumnya Selain itu, ada
juga kemungkinan bahwa
gelandangan dan pengemis tersebut
merasa lebih nyaman atau lebih
berhasil dalam mencari nafkah
dengan cara menggepeng,
dibandingkan dengan mencari
pekerjaan formal atau mengikuti
upaya-upaya rehabilitasi sosial yang
ditawarkan oleh pihak berwenang.
Hal ini bisa disebabkan oleh
berbagai faktor, termasuk
keterbatasan keterampilan atau
pendidikan, stigma sosial, atau
kondisi ekonomi yang sulit. Bagi
pihak berwenang untuk memahami
bahwa penanganan masalah
gelandangan dan pengemis tidak
hanya sekedar soal eikonomi, teitapi
juga melibatkan aspeik-aspeik sosial,
budaya, dan psikologis yang
kompleiks. Pendekatan yang holistik
dan beirbasis pada peimahaman yang
meindalam teintang kondisi dan
keibutuhan para peilaku dipeirlukan
untuk meirumuskan keibijakan dan
program yang eifeiktif dalam
meinanggulangi masalah ini. Deingan
meimpeirhatikan beirbagai faktor
yang meindorong geilandangan dan
peingeimis untuk meilakukan aksi di
Kabupatein Buleileing, diharapkan
dapat dirancang upaya-upaya yang
leibih beirkeilanjutan dan beirdaya
guna untuk meimbantu meireika
meiningkatkan keiseijahteiraan dan



meimbangun keihidupan yang leibih
baik.
b) Faktor yang Menghambat Satuan

Polisi Pamong Praja
Melaksanakan Razia

Dari hasil wawancara tersebut,
menurut Bapak Anak Agung Desi
Adi Putra, SH, dalam menjalankan
tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) dihadapkan pada
sejumlah faktor internal dan eksternal
yang dapat menghambat kelancaran
dan efektivitas tugas mereka. Salah
satu faktor internal yang signifikan
adalah kurangnya transportasi pada
bidang Linmas, yang berdampak pada
ketersediaan sarana untuk
melaksanakan patroli. Keterbatasan
transportasi ini dapat mengakibatkan
patroli tidak dapat dilakukan secara
maksimal, terutama di area yang sulit
dijangkau dengan berjalan kaki. Hal
ini dapat menyulitkan Satpol PP
dalam mengawasi dan mengontrol
situasi keamanan dan ketertiban
umum di wilayah tersebut secara
menyeluruh. Selain itu, salah satu
faktor penghambat di internal adalah
kurangnya transportasi juga dapat
membatasi mobilitas personel Satpol
PP, terutama dalam merespons situasi
darurat atau keadaan yang
memerlukan penanganan cepat dan
efektif. Ketika terjadi situasi yang
memerlukan intervensi segera,
keterbatasan transportasi dapat
menjadi penghambat dalam
memberikan bantuan atau penegakan
hukum yang tepat waktu. Meskipun
Satpol PP menghadapi kendala

internal seperti kurangnya
transportasi pada bidang Linmas,
upaya untuk mengatasi tantangan
tersebut dapat dilakukan melalui
kolaborasi dan kerjasama antar
bidang. Bidang lain seperti bidang
Trantib dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mendukung
kegiatan patroli dan penegakan
ketertiban umum di lapangan.
Dengan adanya koordinasi yang baik
antara bidang, Satpol PP dapat
mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia dan meningkatkan
efektivitas tugasnya. Kerjasama
antar bidang ini dapat mencakup
pembagian tugas dan tanggung
jawab, pertukaran informasi, serta
dukungan logistik dan operasional.
Misalnya, dalam situasi di mana
bidang Linmas mengalami
keterbatasan transportasi, bidang
Trantib dapat memberikan bantuan
dengan menyediakan kendaraan atau
personel tambahan untuk
mendukung kegiatan patroli di
wilayah yang terpengaruh.

Selain itu, dengan adanya
kerjasama yang erat antara bidang,
Satpol PP dapat mengambil tindakan
yang lebih terkoordinasi dan
responsif dalam menanggapi
pelanggaran ketertiban umum yang
terjadi di lapangan. Pentingnya
kerjasama antar bidang juga terlihat
dalam upaya pencegahan dan
penegakan hukum secara
menyeluruh. Setiap bidang memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang
unik, yang dapat saling melengkapi
untuk mencapai tujuan bersama
dalam menjaga



keamanan dan ketertiban umum.
Dengan demikian, kolaborasi antar
bidang bukan hanya sekedar strategi
untuk mengatasi kendala internal,
tetapi juga merupakan bagian integral
dari pendekatan yang holistik dalam
menangani masalah ketertiban umum
di masyarakat. Melalui kerjasama
yang sinergis antara bidang, Satpol
PP dapat mengatasi tantangan
internal seperti kurangnya
transportasi pada bidang Linmas dan
meningkatkan efektivitas
operasionalnya dalam menjalankan
tugas-tugas penegakan hukum dan
pencegahan di lapangan. Dengan
demikian, upaya untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban umum di
wilayah tersebut dapat dilaksanakan
secara lebih efisien dan efektif
melalui kolaborasi yang solid antar
bidang.

Di samping faktor internal,
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) juga menghadapi tantangan
eksternal, salah satunya adalah
keberhasilan gelandangan dan
pengemis (gepeng) dalam melarikan
diri dari petugas. Meskipun petugas
Satpol PP memiliki keterampilan dan
pengalaman dalam menangani situasi
semacam ini, terkadang mereka
menghadapi kesulitan dalam
mengejar gepeng yang berhasil
melarikan diri. Hal ini bisa
disebabkan oleh berbagai alasan,
termasuk pertimbangan keamanan
dan risiko yang mungkin terjadi
selama pengejaran. Salah satu alasan
utama yang mungkin membuat
petugas enggan mengejar gepeng

yang melarikan diri adalah karena
adanya kekhawatiran akan terjadinya
kecelakaan atau insiden lainnya
selama pengejaran. Gepeng
seringkali beroperasi di lingkungan
yang padat atau berbahaya, seperti
jalan raya atau area yang tidak
terawat, yang dapat meningkatkan
risiko kecelakaan baik bagi mereka
maupun petugas yang mengejar.
Selain itu, petugas juga perlu
mempertimbangkan kemungkinan
konfrontasi fisik atau tindakan
agresif dari pihak gepeng yang
berusaha melarikan diri, yang dapat
mengancam keselamatan mereka
sendiri maupun orang lain di sekitar.

Selain faktor keamanan,
terdapat juga pertimbangan hukum
dan etika yang harus diperhatikan
oleh petugas Satpol PP. Meskipun
tugas mereka adalah menegakkan
hukum dan ketertiban umum,
petugas juga harus memastikan
bahwa tindakan mereka sesuai
dengan aturan dan prosedur yang
berlaku, serta tidak menyebabkan
risiko yang tidak perlu bagi semua
pihak yang terlibat. Untuk mengatasi
tantangan ini, Satpol PP perlu
mengembangkan strategi penegakan
hukum yang lebih cermat dan
responsif, yang memperhitungkan
berbagai faktor risiko dan keamanan
yang mungkin terjadi selama operasi
lapangan. Hal ini termasuk
peningkatan pelatihan dan
keterampilan petugas dalam
menangani situasi darurat, serta
penggunaan teknologi dan peralatan
yang memadai untuk memantau dan



mengendalikan situasi di lapangan
dengan lebih efektif. Satpol PP juga
perlu meningkatkan kerjasama dan
koordinasi dengan pihak- pihak
terkait, seperti kepolisian dan dinas
sosial, untuk mendukung upaya
penegakan hukum mereka dan
memastikan bahwa semua pihak
terlibat dapat bekerja sama dalam
menangani masalah ketertiban umum
secara efektif dan bertanggung jawab.
Dengan mengambil langkah-langkah
yang tepat dan proaktif dalam
mengatasi faktor penghambat
eksternal seperti ini, Satpol PP dapat
meningkatkan efektivitas
operasionalnya dan memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi
masyarakat dan lingkungan
sekitarnya.

PENUTUP
Kesimpulan

Dari beirbagai peimbahasan yang
teilah dilakukan, dapat diambil
keisimpulan peinting teirkait impleimeintasi
Peiraturan Daeirah Nomor 6 Tahun 2009
teintang keiteirtiban umum teirhadap
peinanggulangan geilandangan dan
peingeimis di Kabupatein Buleileing, yaitu :
1) Proseis peineigakan hukum

lapangan untuk meindapatkan
peimahaman yang leibih baik
teintang masalah ini. Tindakan
peineigakan hukum peirtama
seiring kali beirupa teiguran
langsung, diikuti oleih konseiling
oleih Dinas Sosial jika teiguran
tidak beirhasil. Program
peindidikan, sosialisasi, dan
partisipasi aktif masyarakat
dalam peingawasan teirhadap
keiteirtiban umum juga peinting
dalam upaya peinanggulangan.

3) Meilalui siaran radio, Satpol PP
dapat meinyeibarkan informasi
dan meingajak partisipasi
masyarakat dalam
meinyeileisaikan masalah
geilandangan dan peingeimis.
Deingan dasar peingaturan yang
kompreiheinsif,
Kabupatein Buleileing beirtujuan
untuk meinciptakan lingkungan
yang leibih aman, teiratur, dan
nyaman bagi seiluruh
masyarakatnya.

4) Salam menjalankan tugasnya,
Satpol PP dihadapi oleih
tantangan internal seperti
kurangnya transportasi pada bidang
Linmas, yang mempengaruh patroli
dan mobilitas personel. Mereka
mengatasi hal ini dengan kolaborasi
antarbidang, seperti bidang Trantib,

teirhadap geilandangan dan
peingeimis di Kabupatein Buleileing
meilibatkan ideintifikasi,
peimantauan, dan tindakan
peineigakan hukum. Aparat
peineigak hukum, seipeirti Satpol
PP, meilakukan patroli rutin untuk
meimantau keibeiradaan meireika.

2) Meireika juga meilakukan
peimeiriksaan ideintitas dan surveii

untuk meiningkatkan eifeiktivitas
opeirasional.

5) Tantangan eiksteirnal teirmasuk
keisulitan dalam meingeijar
geilandangan dan peingeimis yang
meilarikan diri seirta
peirtimbangan hukum dan
keiamanan. Untuk meingatasinya,

dipeirlukan
peingeimbangan
strateigi peineigakan hukum yang



leibih



ceirmat dan keirjasama deingan
pihak teirkait seipeirti keipolisian
dan dinas sosial.

Saran
Beirdasarkan peimbahasan yang

teilah dilakukan, beibeirapa saran
dapat diajukan untuk meningkatkan
efektivitas implementasi Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
ketertiban umum terhadap
penanggulangan gelandangan dan
pengemis di Kabupaten Buleleng:
1. Penguatan Kerjasama

Antarinstansi: Diperlukan
kerjasama yang lebih erat antara
Satpol PP, dinas sosial, kepolisian,
dan instansi terkait lainnya untuk
meningkatkan
efektivitas penanganan masalah
gelandangan dan pengemis.
Koordinasi yang baik antar
instansi dapat memaksimalkan
penggunaan sumber daya dan
meningkatkan efisiensi dalam
menjalankan tugasnya.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi:
Penting untuk terus melakukan
penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya
menjaga ketertiban umum dan
tidak memberikan sumbangan
kepada gelandangan dan
pengemis. Penyuluhan ini dapat
dilakukan melalui berbagai media,
termasuk radio, sosial media, dan
kegiatan komunitas.

3. Evaluasi dan Pemantauan Rutin:
Diperlukan sistem evaluasi dan
pemantauan yang rutin terhadap
implementasi peraturan daerah

tersebut. Evaluasi ini dapat
membantu
mengidentifikasi kelemahan dan
kesempatan perbaikan dalam
pelaksanaan kebijakan, serta
menentukan strategi yang lebih
efektif dalam menangani masalah
ketertiban umum
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